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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 
16/Kpts/KPU-Prov-006/1/2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AKREDITASI  
PEMANTAU PEMILIHAN UMUM GUBERNUR  DAN WAKIL GUBERNUR PROVlNSl 
SUMATERA SELA TAN TAHUN 2013 

 

 
 

ABSTRAK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DASAR 
HUKUM 

 
 
 
 
 

 

• 

 

a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi  Pemilihan Umum 
ProvinsiSumatera Selatan Nomor :                   Kpts/KPU-Prov-006/1/2013 
tanggal Januari   2013,    telah   dibentuk    Kelompok   Kerja  
Akreditasi Pemantau Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil 
Gubernur Provinsi SumateraSelatan Tahun 2013; 

b.    bahwa  untuk  lebih  terlaksananya  tugas  dari   Kelompok  Kerja 
Akreditasi  Pemantau sebagaimana dimaksud,  agar  lebih terarah 
perlu   di   bentuk   Tim  Akreditasi   Pemantau   Pemilihan   Umum 
Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 yang diatur dan 
ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi 
SumateraSelatan. 

 

 1.  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1959  tentang  Pembentukan 
  Daerah Tingkat  I     Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik 
  Indonesia Tahun  1959 Nomor 70,  Tambahan Lembaran Negara  
  Nomor 1848); 

2.    Undang-UndangNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,  Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1999  Nomor  75, 
TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3852); 

   3.    Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2003  Nomor 47, 
TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286); 

  4.    Undang-Undang Nomor  1      Tahun  2004 tentang  Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4355); 

5.    Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan, 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor 66,   Tambahan 
LembaranNegara Republik IndonesiaNomor4400); 

   6.   Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan 
Daerah (LembaranNegara Republik londonesiaTahun 2004 Nomor 
125,  Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4437) 
sebagaimanatelah  diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 
Nomor 59,  Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 
4844); 

   7.    Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2011 tentang  Penyelenggara 
Pemilihan  Umum  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 
2011 Nomor 101,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

,Nomor 5248);
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8.  Peraturan   Pemerintah   Republik   Indonesia   Nomor  6  Tahun   2005 

tentang  Pemilihan,   Pengesahan  Pengangkatan   dan  Pemberhentian 

Kepala Daerah   dan  Wakil   Kepala   Daerah      (Lembaran    Negara 

Republik  londonesia   Tahun  2005  Nomor  22,   Tambahan   Lembaran 

Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4480)  sebagaimana  telah diubah 

terakhir  dengan      Peraturan    Pemerintah    Nomor   49   Tahun  2008 

(Lembaran Negara   Republik   Indonesia    Tahun   2008   Nomor   92, 

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia   Nomor 4865); 
9.    Peraturan  Pemerintah   Nomor  58 Tahun  2005  tentang  Pengelolaan 

Keuangan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun 

2005  Nomor  140,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 

Nomor 4578); 

10.  Peraturan   Menteri   Dalam  Negeri  Nomor   13  Tahun  2006  tentang 

Pedoman Pengelolaan     Keuangan    Daerah    sebagaimana     telah 

diubah  terakhir  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri   Nomor  57 

Tahun 2009; 

·     11. Peraturan   Menteri   Dalam  Negeri  Nomor  44  Tahun  2007  tentang 

Pedoman Pengelolaan   Belanja   Pemilihan   Umum   Kepala   Daerah 

dan   Wakil    Kepala   Daerah   sebagaimana    telah   diubah   dengan 

Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009; 

12.   Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  05 Tahun  2008  tentang 

Tata Kerja   Komisi   Pemilihan    Umum,   Komisi   Pemilihan    Umum 

Provinsi,       dan      Komisi      Pemilihan       umum      Kabupaten/Kota 

sebagaimana diubah  terakhir  dengan  Peraturan   Komisi  Pemilihan 

Umum Nomor 01 Tahun  201 O; 
13.   Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  06 Tahun  2008  tentang 

Susunan   Organisasi   dan  Tata   Kerja  Sekretariat   Jenderal   Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretaris Kabupaten/Kota  sebagaimana diubah terakhir dengan 

Peraturan  Komisi Pemilihan  Umum Nomor 22 Tahun 2008; 

14.  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  64 Tahun  2009  tentang 

Pedoman   Pemantau  dan  Tatacara   Pemantauan   Pemilihan   Umum 

Kepada  Daerah dan wakil  Kepala  Daerah; 

15.  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  09 Tahun  2010  tentang 

Pedoman Penyusunan,       Tahapan,        Program      dan      Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan    Umum   Kepala   Daerah   dan   Wakil 

Kepala  Daerah. 
16.   Keputusan   Komisi   Pemilihan   Umum   Provinsi   Sumatera   Selatan 

Nomor  01/Kpts/KPU-Prov-006Nl/2012      tentang  Tahapan,   Program 

dan  Jadwal  Waktu   Pelaksanaan   Pemilihan   Umum  Gubernur   dan 

Wakil  Gubernur  Provinsi  Sumatera  Selatan Tahun 2013. 

 

DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 

SUMATERA SELATAN NOMOR 16/Kpts/KPU-Prov-006/1/2013 
 
 

Menetapkan Membentuk   Tim  Akreditasi   Pemantau   Pemilihan  Umum  

Gubernur  dan Wakil   Gubernur    Provinsi    Sumatera    Selatan   Tahun   

2013,    dengan susunan dan keanggotaan  sebagaimana  terlampir  dalam 

Lampiran Keputusan  ini; 
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 Tugas Tim Akreditasi Pemantau Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil 
Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 adalah sebagai 
berikut: 
a. Membuat pengumuman bagi LSM dan Badan Hukum Dalam Negeri 

yang ingin menjadi Pemantau Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil 
Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013. 

b.    Menyusun dan melaksanakan seleksi administrasi pemantau untuk 
pemberian akreditasi oleh  Ketua Panitia Akreditasi  KPU Provinsi 
Sumatera Selatan bagi Pemantau yang dianggap memenuhi 
persyaratan yang diwajibkan oleh KPU sesuai dengan peraturan 
yang berlaku   dalam   Pemilihan    Umum   Gubernur   dan   Wakil 
Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013; 

c.    Menghimpun data Pemantau dan laporan hasil pemantauan untuk 
dijadikan dokumen   dalam   penyelenggaraan   Pemilihan  Umum 
Gubernur dan Wakil  Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 
2013 

d.    Menyerahkan laporan hasil Tim Akreditasi Pemantau kepada Ketua 
KPU provinsi Sumatera Selatan. 

 
                             Tim  Akreditasi   Pemantau  Pemilihan  Umum  Gubernur  dan  Wakil 

Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 bertanggung jawab 
dan melaporkan   kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi 
Sumatera Selatan; 

 
CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan 

 ketentuan bahwa segala   sesuatunya   akan   diubah   dan   
 diperbaiki   kembali sebagaimanamestinya apabila   ternyata   
 dikemudian   hari   terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini. 
-   3 Halaman  


